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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
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. penggunaan kunpan singkat Cipraan dan/atia produk Hak Terkan
untuk pelaporan peristiva aktual vang ditvjukan hanya  unmuk
keperluan penyediaan informast aktual;

i Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkair hanya untulk
kepentingan penelitian ilmu pengetabuan;

il Penggandaan Ciptaan dan/atan produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajatan, keeuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman selagai baban agar dan

. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetabuan yang memungkinkan suatu Cipraan dan//atan produk
Hak ‘Terkair dapar digunakan wnpa ben Pelaku Perunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penviaran,
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lama 1 (saru) mabun dan/atan pidana denda  paling  bamyak
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Setiap Ovang vang dengan tanpa hak dan/awmu wanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avar (1) huraf e, huraf

d, huraf f, dan/ata buraf b unek Penggunasn Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling larma 3 (tga) tahun dan/atau

pidana denda paling banvak Rp300.00000000 (lima ratos juta
rupdal).
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Puji syukur patutlah dinaikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa,
sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik, tersusun secara sederhana
dengan kalimat yang sederhana pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca,
dipahami dan dipraktekkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kiranya buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan setiap orang yang
memerlukan pemahaman akan aspek-aspek Manajemen Pelayanan Publik
terkait konsep dan penyelenggaraan pemerintahan; dengan penuh harapan
semoga buku ini dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu
pemerintahan daerah di Indonesia serta menambah khazanah kepustakaan dan
pengetahuan bagi pembaca sekalian. Disadari bahwa buku ini tidak lepas dari
kekurangan karena itu segala kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan
buku ini.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terwujudnya buku ini. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.
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1.1 MANAJEMEN DAN PELAYANAN

Manajemen pelayanan publik diidentikkan dengan upaya penerapan
fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi-
fungsi tersebut, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengawasan menjadi pilar yang diharapkan dapat mengarahkan setiap proses
kegiatan yang dilaksanakan para petugas pelaksana atau2 sang manajer tidak
menyimpang dari standar organisasi yang telah ditetapkan. Keteraturan dalam
sistem pemerintahan dari berbagai aspek menuntut diselenggarakannya
administrasi publik yang baik. Penyelenggaraan administrasi publik mendorong
para administrator negara untuk mensosialisasikan, mengimplementasikan,
mengawasidan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pelayanan
publik yang seyogyanya setiap pemerintah daerah memberikan respon
kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah yangditerbitkan tersebut.

Menurut Winarsih & Ratminto (2013) manajemen pelayanan publik
merupakan suatu upaya mengelola berbagai aspek(manajemen) dalam proses
mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan, barang dan jasa kepada
masyarakat, dan suatu proses perencanaan dan pengimplementasian serta
mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas
pelayananpublik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik. Manajemen
pelayanan umum/publik oleh Moenir (2008) didefinisikan sebagaimanajemen
yang proses kegiatan diarahkan secara khusus pada terselenggaranya
pelayanan guna memenuhi kepentingan umumatau kepentingan perseorangan,
melalui cara-cara yang tepat danmemuaskan pihak yang dilayani. Selain dapat
berjalan dengan baik,manajemen pelayanan umum/publik harus dapat mencapai
sasaranatau tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen pelayanan publik tidak dapat diartikan secara
universal karena ruang lingkup yang begitu luas, namun sebuah definisi yang
cukup kompleks yang dilontarkan oleh Stoner (1986) bahwa manajemen
merupakan proses perencanaan,pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-
sumberdayaorganisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Oleh karenanya, setiap organisasi mempunyai kerangkadasar untuk
melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada
kepemimpinan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
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Kesemuanya berada pada posisi yang seimbang dalam lingkaran manajamen
dan sistem yangada sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Organisasi adalah batang tubuhnya, sementara manajemen adalah
penggerak dari batang tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang
diharapkan dan terus berkembang serta semakin baik. Seluruh komponen
organisasi tersebut dijalankan berdasarkan sistem yang dibangun. Organisasi
merupakan wadah yang mengorganisir seluruh komponen organisasi untuk
bekerjasesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam organisasi ada sistem
yang dijalankan oleh seorang pemimpin untuk melakukan berbagai tindakan
organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkanbersama. Pemimpin itulah
yang mengatur dan mengakomodasi seluruh sel-sel organisasi untuk berjalan
sesuai dengan aturan dantujuan yang diharapkan dan bersandar pada proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemimpin yang menjadi kendali
utama dalam penyelenggaraan organisasi, mau dibawa ke mana organisasi
tersebut dengan pola dan metode bagaimana, sehingga berjalan sesuai dengan
ketentuan yang sudah direncanakan. Ada proses manajemen yang dijalankan
dalam sebuah organisasi.

Organisasi publik erat kaitannya dengan proses manajemen publik, baik
secara teori maupun praktik. Organisasi publik harus dikelola dengan
manajemen publik, karena orientasi yang dibangunadalah public service atau
untuk kepentingan publik dan masyarakat.Walaupun secara prinsip tidak ada
bedanya dengan manajemen lainnya, tetapi manajemen publik mempunyai
kerangka konsep yang berbeda. Karena orientasinya jelas berbeda. Proses
manajemen itu sendiri, menurut Safroni (2012) adalah suatu siklus, apabila
prosesnyaberkualitas maka akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan
yang berimplikasi kepada kinerja. Kinerja aparatur berdampak padaoutput yang
hasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan Kinerja tentunya
didukung oleh sumber daya aparatur yang baik, kompeten dan berkualitas.
Siklus manajemen inilah yang menjadi “metabolisme” terhadap organisasi
untuk menghasilkan organisasiyang sehat. Dari proses manajemen tersebut
akan berdampak kepada kinerja aparatur. Apakah manajemen yang dilakukan
sudahbaik atau tidak. Hal itu kembali kepada pemimpinnya.

Secara prinsip manajemen dilakukan oleh pemimpin yang ditujukan
kepada  aparatur  dalam  penyelenggaraan  organisasi. Aparatur
menyelenggarakan proses manajemen sesuai dengan yang sudah ditentukan.
Kesemuanya berjalan secara berkesinambungansesuai dengan pekerjaan untuk
mencapai tujuan yang diharapkanbersama. Suksesi organisasi tergantung dari
pola kerja sama yangdibangun melalui komunikasi dan koordinasi. Sheldon
(1930) jugamengemukakan bahwa manajemen mempunyai kegunaan sebagai
fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-
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batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan
khusus yang akan datang. Di sisi lain, manajemen dimaksudkan sebagai suatu
proses khusus yang terdiridari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasanyang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang
telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
lain (Terry & Franklin, 1964).

Manajemen secara umum banyak disebutkan oleh beberapa ahli.Baik secara
spesifik maupun secara umum. Ada yang mengatakanbahwa manajemen
adalah ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan,
selanjutnya mengkaji apakahsesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta
termudah (Booth & Rowlinson, 2006). Dalam tataran praktis pengertian
manajemendibagi ke dalam beberapa definisi, antara lain bahwa manajemen
menentukan kerja tim, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presensi
intuitif, keterampilan subjektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan
pentingnya pengetahuan yang teruji sebagai satu petunjuk untuk keputusan dan
tindakan manajerial. Di sisi lain,manajemen didefinisikan sebagai suatu badan
pengetahuan yang dapat diajarkan, diperlukan untuk pelajaran sekolah,
lembaga, daninstitusi-institusi. Manajemen adalah apa yang manajer kerjakan
dalam pelaksanaan peranan mereka sebagai manajer.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
manajemen hampir mempunyai konsepsi yang sama. Bahwa manajemen
adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan
organisasi. Tidak berbeda secara substansi tentang definisi manajemen, dalam
ranah publikmaupun bisnis. Manajemen bisnis maupun manajemen publik
mempunyai substansi pengertian yang sama dalam memahami manajemen.
Tujuan dan orientasinya saja yang berbeda. Dalam halini, hanya manajemen
publik yang menjadi pembahasannya karena berkaitannya dengan organisasi
publik/lembaga pemerintah.

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspekaspek
umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, yaitu
planning, organizing, dan controllingdengan sumber daya manusia, keuangan,
fisik, informasi dan politik. Tentunya manajemen publik berkaitan dengan
fungsi sistem yangdibangun dalam organisasi publik yang saling keterkaitan
satu sama lainnya dalam kerangka membangun pola kerja sama yang saling
berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan yang paling
mendasar dalam memahami manajemen publik adalah manajemen yang
dilakukan di dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada kinerja
pelayanan publik dan kualitas pelayanan.Manajemen publik dalam organisasi
pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi.
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Hellriegel & Slocum (1986), memberikan penafsiran bahwa manajemen

birokrasi adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar
yang menekankan pada aturan-aturanseperangkat hierarki, pembagian kerja
yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur dan menitikberatkan pada
struktur  keorganisasian secara menyeluruh. Organisasi mempunyai
karakteristik dasar yang diformulasikan sebagai berikut:

L.

Pembagian kerja; Pembagian kerja berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi dari sumber daya manusia dalam organisasiyang terbagi dalam
bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi.
Pembagian kerja juga berdasarkan pada aspek efektivitas dan efisiensi,
sehingga organisasi berjalan secara seimbang dan baik. Pembagian kerja
mengacu kepada kompetensi, kemampuan, dan soft skill. Hal ini
bertujuan untuk menempatkan seseorang pada tempat yang tepat dan
sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.
Penempatan personel yang tidak tepat mengakibatkan kinerja yang tidak
maksimal, tentunya akan berakibat pada proses kinerja dan hasil kerja
yang diikuti olehoutput yang dihasilkan. Pembagian pekerjaan dalam
birokrasi harus menggunakan orang yang tepat dan sesuai dengan
kompetensi yang dimilikinya, yaitu yang mempunyai spesialisasi pada
posisi tertentu, sehingga kualitas dan akuntabilitasnya

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bekerja secara efektifdan efisien;
Struktur hierarki; Struktur hierarki akan melahirkan struktur otoritas,
karena struktur hierarki adalah menentukan tingkat jabatan menurut
jumlah kekuasaan dan otoritas dalam masing-masing jabatan. Struktur
otoritas menentukan siapa yang memiliki hak membuat keputusan
menurut kepentinganpada level yang berbeda dalam organisasi. Setiap
pejabat dalam jabatannya, bertanggung jawab secara hierarki kepada
atasannya langsung. Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan
yang diambil dalam organisasi dan menjalankannya sesuai dengan arahan
atasan. Artinya bahwa, setiap organisasi publik mempunyai struktur
hierarki yang dibangun untuk melakukan efektivitas dan efisiensi
program yang dapat diterjemahkan secara langsung oleh bawahan yang
dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Dari atasannya, akan
dipertanggungjawabkan kepada atasannya lagi, hingga sampai kepada
pimpinan puncaknya. Hal ini dilakukan dalam rangka kontrol penuh
terhadap bawahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kontrol
atasan menjadi bagian dari adanya struktur hierarki, sehingga kontrol yang
maksimal dalam kerangka kinerja pegawai memberikan implikasi
terhadap keluaran yang diharapkan, yaitu kualits kinerja aparatur dan
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kualitas pelayanan publik yang diberikan;

Aturan dan prosedur formal; Aturan adalah ketentuanketentuan yang
berhubungan dengan kegiatan dalam organisasi birokrasiuntuk menjamin
secara hukum kepada semua stakeholders. Aturan itu mengikat sumber
daya manusia organisasi untuk patuh dan taat atas ketentuan dan
peraturan yang sudah dibuat. Aturan dan prosedur tertulis merupakan
petunjuk formal bagi aparatur dalam organisasi dalam melakukan
pekerjaannya. Aturan dan prosedur juga memberikan batasan- batasan
hierarki kepada pegawai dalam menjalankan tugas danfungsinya. Begitu
juga terhadap hak dan kewajiban yang setaradan adil, serta memberikan
jaminan kepada seluruh pegawai secara hukum. Aturan dan prosedur itu
mengikat dan dijalankansebagaimana mestinya dan bekerja sesuai dengan
ketentuannyauntuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama;
Impersonalitas, Setiap pegawai dalam birokrasi harus bekerja satu sama lain
sesuai dengan tanggungjawabnya. Idealnya, aparatur birokrasi harus
impersonalitas dalam menjalankan tugasnya. Seluruh ketentuan dan
peraturan organisasi harus dijalankan sebagaimana mestinya dan dapat
dipertanggungjawabkansecara hukum. Setiap pegawai mempunyai hak
yang sama di depan hukum dan menjalankan kewajibannya sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya. Aturan dan sanksi hukum
diterapkan secara seragam kepada seluruh pegawai. Tidak ada perlakuan
khusus terhadap sebagian pegawai, semuaharus diperlakukan sama, baik
dalam tugas dan tanggung jawabnya, terhadap sanksi yang diberikan
maupun kontrol dalam pekerjaannya;

Karir berdasarkan prestasi. Organisasi birokrasi adalah tempatpekerjaan
bagi pegawai. Setiap pegawai atau aparatur mempunyai jenjang karier
sesuai dengan kompetensinya. Jenjang karier yang dibangun, tentunya
sesuai dengan prestasi yang dilakukan, baik secara formal maupun
nonformal. Untuk mendapatkan karier yang qualified, tentunya harus
mempunyaiprestasi yang bagus. Prestasi adalah pencapaian maksimal
yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendapatkan penghargaan, baik secara personalmaupun berkelompok.
Promosi karier menjadi bagian dari motivasi yang diberikan kepada
pegawai yang berprestasi untuk mendorong nilai-nilai kreativitas dan
inovasi pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja;
Rasionalitas, Pegawai birokrasi menggunakan rasional dalam
penggunaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi, aspek efektivitas dan
efisiensi menjadi catatan penting yang harus dilakukan oleh pegawai.
Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, setiap kegiatan
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organisasi harus dilakukan secararasional, yaitu logis dan ilmiah. Artinya
bahwa, seluruh programkegiatan pegawai harus didasarkan pada aspek
rasional, baik penggunaan sumber daya manusia, sumber daya
infrastruktur,maupun sumber daya dana. Sehingga tujuan efektivitas
dan efisiensi dapat dilakukan dengan baik. Rasionalitas itu berbanding
lurus dengan efektivitas dan efisiensi.

Karakteristik ideal di atas memberikan gambaran komprehensiftentang
organisasi birokrasi. Secara prinsip, bahwa organisasi birokrasi adalah
organisasi yang dilakukan oleh aparatur yang kompeten dan mempunyai
keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Aparatur yang berkualitas akanmenjamin tercapainya tujuan birokrasi, yaitu
meningkatkan kualitaskinerja aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Pelayanan publik menjadi tujuan penting dalam penyelenggaraan
organisasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi indikator utama dalam
pengukuran kinerja aparatur. Dari pengukuran kinerja itulah,kualitas aparatur
dapat dikontrol secara baik, sehingga menghasilkankualitas kinerja yang efektif
dan efisien yang diinterpretasikan dalamkualitas pelayanan publik.

Syafiie dan Welasari (2015), memberikan pemahaman tentangketentuan
sebuah pelayanan itu berkualitas, sebagai berikut:

Adanya keandalan (reliability);

Adanya tanggapan baik (responsiveness);

Adanya kecakapan yang berwenang (competence);
Adanya jalan untuk memulai (acces);

Adanya sopan santun (courstesy);

Adanya hubungan baik (communication);

Adanya kepercayaan (security);

Adanya jaminan (credibility)

Adanya pengertian(understanding);

0. Adanya penampilan yang baik (appearance).

Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
pemerintahan. Pelayanan merupakan bentuk konkret pemerintah dalam
melayani masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah adalah
bersifat administratif maupun pemenuhan terhadap barang atau jasa.
Pemerintah sebagai penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan
publik secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yangdibutuhkan
oleh masyarakat. Namun demikian, pelayanan publik yang baik harus
didukung oleh tingkat partisipasi yang baik juga. Masyarakat sebagai
penerima pelayanan juga harus bersifat aktif dan partisipatif dalam penerimaan
pelayanan, pemenuhan terhadapstandar pemenuhan pelayanan, mendukung
programprogram pelayanan yang dilakukan sehingga keseimbangan dan kerja
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samapelayanan dapat dilakukan secara baik. Pemenuhan pelayanan yang baik
adalah dengan tidak ada ketimpangan antara penerimadan pemberi pelayanan
Oleh karena itu, Rahmayanty (2010) merekomendasikan lima hal pokok
dalam merancang pemberian pelayanan secara prima, yaitu:

L.

Regulasi layanan (service regulation)

Untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan, setiap organisasi harus
membangun regulasi dalam bentuk sistem, aturan, keputusan, prosedur
dan tata cara lainnya dalam menerima maupun mendapatkan pelayanan
dalam standar pelayanan yang ditentukan. Dasar hukum pelayanan,
persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, dan lain sebagainya harus
dijelaskan secara lengkap dalam pembuatan regulasi pelayanan. Regulasi
yang tidak berbelit-belit tidak tumpang tindih antara yang satu dengan
yang lainnya, aturan yang di atasnya maupun yang di bawahnya, akan
memberikan potensipelayanan yang lebih baik.

Fasilitas-fasilitas lainnya (service fasilities)

Fasilitas sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan menjadi
penting juga untuk diperhatikan. Fasillitas atau sarana prasana
pendukung adalah sebagai instrumen untuk membantu meningkatkan
kinerja pelayanan. Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan
sistem yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung
untukmenghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Peranan tim pengarah (advisory team)

Tim pengarah sebagai kontrol penuh terhadap manajemen tertinggi
dalam organisasi. Perannya adalah memberikan pengarahan terhadap
penyelenggara pelayanan dalam membuat perencanaan, melakukan
monitoring, memberikan motivasi, menjadi teladan, tergabung dalam
asosia untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik,
melaksanakan konsep plan, do, check and action, memecahkan masalah,
memberikan masukan dan saran, memberikan kepercayaan terhadap
tugas dan tanggung jawabnya, menjadi ghost shopping, dan
melaksanakan analisis terhadap pelanggan yang beralih. Dengan
demikian, kinerja penyelenggara pelayanan dapat terus terkontrol dengan
arahan-arahan dari tim pengarah.

Mudah, murah, cepat dan manfaat (simple, cheap, fast, and benefit)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa
kemudahan, kemurahan, kecepatan dan kemanfaatan pelayanan adalah
menjadi hak warga negara untuk penerimaanpelayanannya. Mudah berarti
pelayanannya tidak berbelit- belit, tidak harus direpotkan dengan proses
pelayanan dan tidak dipersulit. Aturan sesungguhnya harus memberikan
kemudahan, bukan berarti sebaliknya. Kemudian murah adalah
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keterjangkauan masyarakat dalam membayar terhadap prosespenerimaan
pelayanan. Kecepatan pelayanan juga menjadi harapan bagi masyarakat
terhadap penerimaan pelayanan
5. Membudayakan pemberian pelayanan yang baik Membudayakan
pemberian peneriamaan pelayanan melalui:

a) self awareness; Kesadaran pribadi untuk memberikan
pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan; b) anthusiasm,
Memberikan pelayanan dengan penuh antusias atau gairah;
c)reform; Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan; d)
value; Pelayanan harus memberikan nilai tambah; e) impressive;
Pelayanan harus diberikan dengan cara yang menarik dan
mempunyai kesan yang baik; f) care; Memberikan perhatian dan
kepedulian kepada pelanggan secara optimal; dan g) evaluation,
Pelayanan yang telah diberikan harus selalu dievaluasi secara rutin.

Dari berbagai penjelasan di atas, bahwa pelayanan publikbisa
dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhanmasyarakat jika
seluruh komponen pelayanan memenuhi standar pelayanan. Pelayanan publik
itu tidak berdiri sendiri, faktor lainnya juga memengaruhi terhadap pemberian
pelayanan.Berkaitan dengan hal tersebut, ada aspek manajemen yang juga
memengaruhinya. Pelayanan dan manajemen menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam organisai, apalagi organisasi publik seperti organisasi
pemerintahan. Manajemen merupakan sistem yang mengatur jalannya
organisasi, sementara pelayanan adalah pelaksanaan dari sistem yang dibangun
di dalam organisasi tersebut.Pelayanan yang baik atau prima, tentunya dimulai
dari sistem atau manajemennya. Sistem yang baik yang dikelola atau
dikerjakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan akuntabel dapat
melahirkan kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas akanmelahirkan
output yang berkualitas pula. Output yang berkualitasdalam sebuah pelayanan
ditandai dengan kepuasan masyarakat dan kualitas kinerja yang dilakukan
dengan dibuktikan oleh nilai- nilai akuntabilitasnya.

1.2 PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian
kinerja pemerintah, baik di tingkat pusatmaupun daerah. Penyelenggaraan
pemerintahan dikatakan baik jikapelayanan publik yang dilakukan berorientasi
pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas
memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat
secaralangsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator
kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan
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penyelenggaraan pemerintahan. Ada korelasi dan kohesi yang saling berkaitan
antara penyelenggaraan pemerintahandengan pelayanan yang diberikan. Setiap
lembaga publik pastinyabersentuhan dengan aspek pelayanan publik atau
berhubungan langsung dengan masyarakat, sebagai bagian yang utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan, selain pihak swasta.

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dantata cara
pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan, dalam
hal ini adalah maklumat pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ketentuan dan persyaratan penerima pelayanan tentunya juga diatur sedemikian
rupa, sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan harapan bersama.
Selain teknis pelayanan, aspek non teknis juga memengaruhi proses
pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah kualitas sumber daya aparatur
pelayanan. Kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan juga dapat
memengaruhi pelayanan yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam
Pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negaradan penduduk atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administratifyang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dipertegaspula dalam ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanandan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janjipenyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu,amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan
pelayanan secaraoptimal dan maksimal.

Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat
dalam menerima pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan
dampak kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas
dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dasarnya adalah tergantung dari bagaimana ia dilayani, seperti apa
pelayanannya, dan bagaimana pelayanan diberikann Pelayanan tidak
ditafsirkan  hanya dengan kontekstualitasnya saja, tetapi  harus
diimplementasikan secara substantif. Bahwa siapa yang melayani dan
bagaimana pelayanannya harus diaktualisasikan dengan penuhtanggung jawab
dan profesional. Sehingga keberadaan pemberi layanan dengan berbagai cara
dan metodenya dan penerima layanandengan berbagai syarat dan ketentuannya
dapat diintegrasikan dalam kerangka pemberian pelayanan publik yang prima.
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Sesuai dengan kebutuhannya, pelayanan publik menjadi indikator

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi dasar untuk
menciptakan pemerintahan yang baik. Pasal 5 UU No. 25/2009 menyebutkan,
bahwa ruang lingkup pelayananpublik adalah meliputi pelayanan barang
publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Adapun penjelasan mengenai runag lingkup
pelayanan publik dapat diuraikan sebagai berikut:

L.

Pelayanan publik dalam bidang jasa

Pelayanan publik dalam bidang jasa seperti dalam ayat

(2) Pasal 5 menyebutkan bahwa pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,perhubungan, sumber daya
alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya, (UU No. 25/2009).
Pemenuhan terhadapruang lingkup pelayanan publik harus dipenuhi oleh
negara sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat sebagai
penerima pelayanan. Keduanya saling berintegrasi dalam menjalankan
aturan dan ketentuan perundang-undangan dalam berbangsa dan
bernegara, sehingga kolaborasi tersebut menghasilkan kemajuan dan
kesejahteraan bangsa untuk masyarakat;

Pelayanan barang publik

Pelayanan barang publik seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3),
yaitu meliputi: a) Pengadaan dan penyaluran barangpublik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah yang sebagianatau seluruhnya dananya bersumber
dari anggaran pendapatandan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanjadaerah; b) Pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang
dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah
yang dipisahkan; dan ¢) Pengadaandan penyaluran barang publik yang
pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atauanggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha
yang modal pendiriannya sebagian atau dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan

Pelayanan jasa publik

Pelayanan jasa publik diatur dalam ayat (4), yaitu: a) Penyediaanjasa publik
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhdananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran daerah,;
b) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagai atauseluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan; c) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau
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anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal
pendiriannya sebagai atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya
menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pelayanan publik dalam aspek administratif

Pelayanan publik dalam aspek administratif diatur dalam ayat(7), yaitu:
a) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkanoleh negara dan
diatur dalam peraturan perundang-undangandalam rangka mewujudkan
perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
warga negara; b)Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah
yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima
pelayanan

Ketiga aspek pelayanan publik tersebut di atas harus diselenggarakan
secara optimal dan berkualitas, akuntabel dan maksimal, oleh pemerintah
sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat
terpenuhi. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara
fisik, tetapi sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan
menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Kepuasan masyarakat tidak
hanyabertumpu pada cepatnya pelayanan, mudahnya pelayanan, dan lain
sebagainya, tetapi pada aspek kebaikan dan etika dalam pemberian
pelayanannya. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa standar
pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanansebagai
kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, danterukur.

Oleh karena itu, sistem pelayanan menjadi pengaturan yang ketat
dalam pelaksanaan pelayanan pubik. Pelayanan publik yang berkualitas
hanya dapat diupayakan dengan pemberlakuan sistem pelayanan yang
mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Kepentingan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan adalah hal
yang mutlak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan. Bukan siapa yang
melakukan, tetapisiapa yang membutuhkan. Sehingga dengan demikian,
pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat
dilakukan secara optimal. Optimalisasi pelayanan publik adalah
keniscayaan bagi pemerintah dan menjadi cita-cita masyarakat.
Tercapainya reformasi birokrasi dan good governance salah satunya
adalah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan secara
optimal. Ada beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik,
yaitu kepemimpinan (leadership), budaya organisasi (organizational
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culture), kelembagaan, tata kerja (standar operatingprocedural), standar
pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat,pengendalian dan evaluasi,
sarana prasarana, penggunaan teknologiinformasi, dan pengelolaan sumber
daya manusia, (LAN, 2010)

1.3 FUNGSI PELAYANAN PUBLIK

Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publiksecara baik
dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan
reformasi birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional.
Profesionalitas kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia
yang kompeten dan berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif
terhadap kualitas kinerja. Kualitas kinerja dengan kemampuan dan soft skill
yang dimiliki setiap aparatur, berpengaruh secara komprehensif terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik pada Pasal 2 disebutkan bahwa pelayananpublik dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan
kewajiban warga negaradalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat
mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas,
dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, dan baik.

Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat
akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dalam pelayanan publik. Pelayanan publiksesungguhnya untuk masyarakat,
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik menjadi
kewajiban bagi aparatur untuk melayaninya. Tetapi, harus diperhatikan pula
oleh masyarakat, sistem dan cara menerima pelayanan publik. Prinsipnyaadalah
saling mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan
pelayanan publik. Misalnya pembuatan KTP, masyarakat harus tahu syarat dan
ketentuan pembuatan KTP. Begitupula aparatur juga harus mengetahui tentang
ketentuan yang berlaku dalam pembuatan KTP, baik dalam segi waktu
penyelesaianmaupun aspek biayanya. Sehingga jika ini dipenuhi secara baik,
pelayanan publik akan berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asaspelayanan
publik Asas pelayanan publik terdiri yang tertuang dalamPasal 4 UU No. 25/2009
tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwapenyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,
keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu; dan kecepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan.

12 | Manajemen Pelayanan Publik



1.4 TUJUAN PELAYANAN PUBLIK

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani
masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urusan
administrasi kepemerintahan dan/atau kebutuhan barang atau jasa publik.
Pelayanan publik yang baik, tentunya menjadi harapan penting bagi
masyarakat, mulai dari sikap aparatur yang memberikan pelayanan, bentuk
pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sampaikepada perilaku aparaturnya. Tujuan pelayanan publik semata-matauntuk
kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Menurut Maryam (2017)
bahwa tujuan pelayanan publik adalah memuaskandan bisa sesuai dengan
keinginan masyarakat atau pelayaan padaumumnya. Untuk mencapai hal itu
diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat. Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas atas
diterimanyapelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan
baik atau buruknya pelayanan publik.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan
konsekuensi hukumkepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siapa
yang menerima pelayanan. Hak dan kewajiban masyarakat dan aparaturdalam
penyelenggaraan pelayanan publik menjadi koridor yang membatasi dan
mengatur jalannya pelayanan publik tersebut.

Namun demikian, tujuan pelayanan publik di Indonesia masihmengalami
berbagai kendala dan tantangan. Safroni (2017) mengemukakan 4 (empat)
kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam pembangunan pelayanan publik,
yaitu:

1. Politik
Persoalan politik menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjalankan
proses pemerintahan. Sistem politik Indonesia dengan demokratisasinya
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memberikan ruang yang luas bagi elemen politik untuk berkompetisi
dalam jabatan politik. Bentuk koalisi dalam perpolitikan, menimbulkan
ketidakstabilandalam ruang-ruang publik. Hal itu berdampak pada
jalannya pemerintahan. Koalisi politik yang tidak permanen
mengakibatkan proses dalam administrasi pelayanan publik terkendala
dengan banyaknya kepentingan politik.

2. Lemahnya penggunaan teknologi
Teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan
pemerintahan, terutama dalam pemberian pelayanan publik. Pemerintahan
melalui berbagai kebijakannyatelah mengeluarkan kebijakan publik yang
berbasis pada teknologi informasi. Teknologi informasi dalam pelayanan
publik menjadi kebutuhan utama sebagai bagian dari meningkatkan
efektivitas dan efisiensi. Minimnya penggunaan teknologi dalam
berbagai pelayanan kepada masyarakat mengakibatkan ketidakefektifan
dan ketidakefisiennya pelayanan publik. Sistem manual yang masih
digunakan dalam pemberian pelayanan sudah tidak memenuhi kebutuhan
masyarakat akan pelayananyang cepat dan mudah. Pemerintah harus
terus memacu pengembangan dan peningkatan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu sudah menjadi
kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik dan kebutuhan
pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secaraprima.

3. Rekrutmen pegawai
Rekrutmen pegawai yang tidak efektif memberikan gerakyang tidak
seimbang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Ketidakefektifan rekrutmen pegawai menjadikan berbagai aspek
pelayanan terkendala, baik secara langsung atau tidak langsung. Pelayanan
publik harus dilakukan oleh aparaturyang mempunyai kompetensi yang
tinggi, kualitas keterampilanyang memadai, dan sikap dan perilaku yang
baik sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan melalui
pemberianpelayanan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan. Sudah
menjadi keharusan bagi pemerintah untuk terus melakukan berbagai
langkah konkret dalam mengatasi persoalan rekrutmen Aparatur Sipil
Negara (ASN).

UU ASN telah mengamanatkan dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa
penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansipemerintah melalui
penilaian secara objektif berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan lain yang dibutuhkanoleh jabatan. Kemudian dalam ayat (2)
memberikan penegasanbahwa penyelenggaraan seleksi PNS terdiri dari 3
(tiga) tahapan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar,
dan seleksi kompetensi bidang. Tetapi dalam pelaksanaannya masih
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mengalami berbagai persoalan, misalnya terkait dengankebutuhan yang
kurang proporsional, adanya KKN, intervensi politik, dan lain
sebagainya. Pada tahun-tahun terakhir ini, pemerintah mengadakan
kebijakan moratorium terhadap pengadaan PNS. Banyaknya PNS yang
tidak memiliki persyaratansesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
memberikanimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama
yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat.

Kualifikasi PNS yang rendah juga berdampak pada tujuan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan dilaksanakannya UU
ASN memberikan harapan baru bagipemerintah untuk terus melakukan
berbagai perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada publik melalui
rekrutmen yang lebih baik. Rekrutmen yang dengan berdasar pada
ketentuandalam UU ASN memberikan dampak yang lebih baik pada
penyelenggaraan pelayanan publik, mengingat kebutuhan masyarakat
yang semakin kompleks terhadap aspek pelayananpublik.

Reward dan punishment

Salah satu lemahnya dalam pelayanan publik adalah masih belum
meratanya reward yang diterima aparatur pelayanan publik yang
berprestasi. Pemerintah masih dinilai kurang memberikan perhatian
secara penuh kepada aparatur yang berprestasi. Reward merupakan
penghargaan pemerintah kepada aparatur yang berprestasi. Pemberian
reward merupakanbentuk motivasi bagi aparatur untuk memacu semangat
yangtinggi dalam bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan. Pemberian reward sejatinya tidak dipandang dengan sebelah
mata, hal itu merupakan bagian dari motivasikepada aparatur yang lain
untuk bekerja secara lebih baik.

Semangat dan motivasi melalui reward adalah cara efektif untuk

melahirkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi di lingkungan pemerintahan
sehingga berimplikasi pada kinerja pelayanan yang profesional dan
berkualitas. Unsur yang paling penting dalam mewujudkan pelayanan publik
yang baik dan berkualitasadalah kompetensi sumber daya alam aparatur yang
ditopangoleh intelektualitas yang tinggi serta perilaku yang baik. Pemberian
pelayanan bukan terletak kepada apa yang diberikandan apa yang diterimanya,
tetapi lebih kepada bagaimana caramemberikan pelayanan tersebut. Jika cara
pemberian yang baik dijadikan sebagai fundamen dalam memberikan
pelayanan publik, menjadi keniscayaan penerimaan yang baik atau penilaian
yang baik terhadap aparatur pelayanan publik.
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1.5 PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah hak dari setiap masyarakat yangpelaksanaannya
didasarkan pada suatu prinsip kesederhanaan, keamanan, kepastian waktu,
kejelasan, tanggung jawab, akurasi, kemudahan akses, kelengkapan sarana
dan prasarana, kesopanandan keramahan, kenyamanan, serta kedisiplinan.
Prinsip-prinsip tersebut meliputi berbagai macam yaitu:

1. Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan
yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik seuai dengan
kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat;

2. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai
pelayanan yang diinginkan;

3. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran sertamasyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan apirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat;

4. Akutanbilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pulik harus
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan.

5. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan;

6. Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara harus
memiliki kompetisi yang sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayananpublik tidak
diskriminatif dalam arti tidak meembedakan suku,ras, agama, golongan,
gender dan status ekonomi;

8. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan hak
harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan,(Mindarti, 2016).

Disisi lain  penyelenggaraan pelayanan publik harus bisa
dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pemimpin
unit pelayanan instansi pemerintah sesuai denganketentuan yang sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan = Keputusan = Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat prinsip
pelayanan publik sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, yang mana prosedur pelayanan publik yang diberikan
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;

2. Kejelasan;

3. Persyaratan teknis dan administratif;

4. Unit kerja maupun pejabat yang memiliki kewenangan dan
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
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keluhan/persoalan atau sengketa dalampelaksanaan pelayanan publik;

5. Rincian biaya dan tata cara pembayaran;

6. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang sudah ditentukan;

7. Akurasi, yang mana produk pelayanan diterima dengan benar,tepat dan
sah;

8. Tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama,golongan,
gender dan status sosial;

9. Bertanggungjawab, yang mana pimpinan penyelenggara pelayanan atau
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab ataspenyelenggaraan pelayanan
dan penyelesaian keluhan atau permasalahan dalam pelaksanaan
pelayanan;

10. Kemudahan akses yang dibuktikan dengan tempat dan lokasisarana dan
prasarana yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat dan dapat
memanfaatkan teknologi informasi dantelekomunikasi;

11. Kedisiplinan, keramahan dan kesopanan: aparat penyelenggaraanpelayanan
harus disiplin, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan yang
disertai rasa ikhlas;

12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik
memberikan rasa aman dan kepastian hukum, (Abdussamad & Amala,
2016).

Prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut digunakan sebagai pedoman
dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai
indikator penilaian dalam mengukur kualitas pelayanan yang sudah diberikan
kepada masyarakat. Adanya suatuprinsip dalam pemberian pelayanan maka
diharapkan masyarakatmendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuha
serta menerima proses yang memberikan kepuasaan dan pastinya tidak
mempersulit masyarakat sebagai pengguna pelayanan karena dalam hal ini
pelayanan yang berupa jasa kualitasnya dilihat dari elemen struktur maupun
proses.

1.6 ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskanmasyarakat.
Selain itu, untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat,
terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sebenarnya telah
dikeluarkan Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Mentri tersebut juga
mengandung asas-asas pelayanan publik yang baik, yang selanjutnya dapat
dilihatdan dirinci sebagai berikut, (Abdulah & Tantri, 2013) antara lain:
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Transparansi, asas ini menghendaki ada nya sifat terbuka, mudah,dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dandisediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;

Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan public harus sesuai
dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengann tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
Partisipatif, asas ini diharapkan agar dapat mendukung / mendorong
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan
memperhatikan aspirasi, kenutuhandan harapan masyarakat;

Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak
deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi;

Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki adanya
keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dari masyarakat danpemerintah
bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masingmasing pihak.

Asas pelayanan publik yang wajib untuk dipenuhi dalam proses
pelayanan publik yaitu harus memiliki prinsip pelayanan dan asas
transparansi, kondisional, akuntabilitas, partisipatif, hak, keamanan
keseimbangan hak dan kewajiban. Asas tersebut diharapkan mampu
memberikan kepuasan kepada masyarakat ataspelayanan. Hakikat pelayanan
publik yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang
merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi
masyarakat, maka dari itu asas-asas untuk mengembangkan kinerja aparatur
pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga pokok pelayanan publik
yakni: unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanan
serta sumber daya manusia pemberi layanan.

1.7 LATIHAN SOAL

Untuk mengukur pemahaman anda mengenai manejemen pelayanan

publik, maka silahkan anda menyelesaikan latihan soalberikut ini:

L.

Nk v

Jelaskan pengertian manajemen pelayanan publik?

Jelaskan secara singkat prinsip-prinsip dalam pelayanan publik?

Jelaskan fungsi dan tujuan pelayanan publik?

Menurut anda, kendala dan tantangan dalam pelayanan publik?

Apa pentingnya pemberian reward bagi pegawai yang memilikiprestasi?
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Manajemen pelayanan publik didentikkan dengan upaya penerapan
fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Fungsi-fungsi tersebut, yakni perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengawasan menjadi pilar yang diharapkan dapat
mengarahkan setiap proses kegiatan yang dilaksanakan para petugas
pelaksana atau2 sang manajer tidak menyimpang dari standar
organisasi yang telah ditetapkan. Keteraturan dalam sistem
pemerintahan dari berbagai aspek menuntut diselenggarakannya
administrasi publik yang baik. Penyelenggaraan administrasi publik
mendorong para administrator negara untuk mensosialisasikan,
mengimplementasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan
pemerintah terkait pelayanan publik yang seyogyanya setiap pemerintah
daerah memberikan respon kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan
pemerintah yang diterbitkan tersebut.

Buku Manajemen Pelayanan Publik ini berisi materi yang terdiri atas
Pendahuluan yang berisi Konsep Manajemen dan pelayanan, Pelayanan
Prima Dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Etika Oalam
Pelayanan Publik, Good Governance Melalui Pelayanan Publik, dan Inovasi
Pelayanan Publik.
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